
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Laman bappeda.gunungkidulkab.go.id; Posel bappeda@gunungkidulkab.go.id

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,

Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan

Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja  Pemerintah  Daerah  bahwa  Kepala  Daerah  menetapkan  Peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

B. Identifikasi Masalah

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen Renja PD dalam

melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan 

1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD Tahun

2026;
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2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

(RKA PD) Tahun 2026.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7060);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan,  Pengendalian,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyusunan

Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Tahun  2026  (Berita  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
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BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah

periode 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang

disertai  indikator  kinerja  dan  pendanaan sesuai  dengan tugas  dan  fungsi  setiap

Perangakat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD Tahun

2026.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Sasaran peraturan

- Perangkat Daerah

2. Jangkauan Pengaturan:

- sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan

fungsi PD dan penyusunan RKA PD tahun 2026.

3. Arah Pengaturan: 

- mengatur lebih lanjut penyusunan Renja PD sesuai ketentuan pasal Pasal

142  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  86  Tahun  2017

tentang  Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian,  Pengendalian  dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara

Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangakat Daerah
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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penjelasan keterangan ini disusun sebagai kelengkapan dalam proses penetapan

peraturan bupati.

B. Saran

Atas  kesimpulan yang  telah  disampaikan,  maka  disarankan:  menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah,

${ttd}

Mohamad Arif Aldian,S.IP,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 197502221993111001
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DAFTAR PUSTAKA

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara

Perencanaan,  Pengendalian,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor

1114);

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,

Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Satria 3, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813
Telepon: (0274) 391761, Faksimile: (0274) 391701

Laman bappeda.gunungkidulkab.go.id; Posel bappeda@gunungkidulkab.go.id

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,

Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan

Jangka  Panjang  Daerah  dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja  Pemerintah  Daerah  bahwa  Kepala  Daerah  menetapkan  rancangan

Peraturan Daerah tentang dokumen Rencana Strategis Perangkat  Daerah

(Renstra Perangkat Daerah).

B. Identifikasi Masalah

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang dokumen Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029.

C. Tujuan Penyusunan 

1. pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat

Daerah; dan

2. sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
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D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah

Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012

Nomor 170);

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di

D.I Yogyakarta;

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun 2008 tentang Tahapan,  Tata  Cara

Penyusunan,  Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan,  Pengendalian,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1114);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2025  tentang  Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-

2029;

11.Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  13  Tahun  2022

Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);

12.Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  52  Tahun  2023

tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan;

13.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  6  Tahun  2011  tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;

14.Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  6  Tahun  2016  tentang

Urusan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul

Tahun 2016 Nomor 6);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

5 (lima) tahun. Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib  dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan  sesuai  dengan tugas  dan fungsi  setiap  Perangkat  Daerah,  yang disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan

1. Sasaran peraturan

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Pemerintah Daerah dan

Perangkat Daerah.
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2. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi  perangkat  daerah  sebagai  pedoman  dalam  menyusun  Renja

Perangkat Daerah;

- Bagi pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

3. Arah Pengaturan: 

- Arah Pengaturan: mengatur lebih lanjut penyusunan Renstra Perangkat

Daerah Pasal  123 ayat  (2)  Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian

dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan

Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor  2  Tahun  2025  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan  Rencana  Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. Ruang Lingkup Materi

Memuat  tujuan,  sasaran,  program,  dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  setiap  Perangkat  Daerah,  yang  disusun

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Penjelasan keterangan ini disusun sebagai kelengkapan dalam proses penetapan

peraturan bupati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

                             9 / 12                             9 / 12



B. Saran

Atas  kesimpulan yang  telah  disampaikan,  maka  disarankan:  menetapkan

Peraturan Bupati Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah,

${ttd}

Mohamad Arif Aldian,S.IP,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 197502221993111001
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DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6858)

Undang-Undang Nomor  123 Tahun 2024 tentang Kabupaten  Gunungkidul  di  D.I

Yogyakarta

Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara

Perencanaan,  Pengendalian,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah  Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor

1114)

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019  tentang  Klasifikasi,

Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan  Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang

Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2022 Nomor 13)

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang

Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul  Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

Nomor 6)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://www.tcpdf.org

		2025-07-05T05:59:01+0700
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




